BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

“[enimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan pelaksanaan
kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan mendahului
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap unit
organisasi, antar rincian objek belanja dan antar objek belanja pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Bab VIII Pasal 160 ayat (1-6) Peraturan
Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, pergeseran anggaran
sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara mengubah
Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

—

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

S. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);




10.

11.

12.

13.

14.

18,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Penangulangan Bencana Nomor 04
Tahun 2015 Tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah dalam rangka bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1443);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
155/PMK.07/2016 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2015 Tahun
2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
dalam rangka bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1585);

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-
337/MK.07/2017 Tanggal 27 Maret 2017 Tentang Penetapan
Pemberian Hibah Daerah wuntuk Program Hibah Bantuan
PendanaanRehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun
Anggaran 2017.

Perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Kabupaten Tebo Nomor PHD-50/RR/PK/2017 Tanggal 29 Maret
2017 tentang hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo
Tahun 2014 Nomor 1);

:PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI TEBO NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN

2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 55 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tebo
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 55
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal I diubah sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berjumlah
Rp. 1.029.032.806.867,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.

Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b.
c.

Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Derah yang Sah

Jumlah Pendapatan
Belanja
Belanja Tidak Langsung :
Belanja Pegawai
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak terduga

s 2a b

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja Daerah
Surplus / (Defisit)

Pembiayaan
Penerimaan
Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun
Berkenaan (SILPA).

Rp.
Rp.
Rp.

Rp

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

74.317.003.867,00
803.336.489.000,00
151.379.314.000,00

. 1.029.032.806.867,00

386.918.472.222,92
5.836.488.000,00
6.815.800.000,00
4.187.400.000,00
153.281.912.900,08
1.000.000.000,00

558.040.073.123,00

50.436.938.000,00
152.538.617.759,00
294.608.866.689,00
4'79.584.422.448,00
. 1.055.624.495.571,00
(26.591.688.704,00)

30.000.000.000,00
3.408.311.296,00

26.591.688.704,00
0,00

{



2. Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan
anggaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo
Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2o April 2017

Pj. BUPATI TEBO

vd

AGUS SUNARYO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 20 April 2017

DAERAH KABUPATEN TEBO

ABU BAKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR 2.8



